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Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri memberikan
kontribusi terhadap perekonomian nasional, namun juga memunculkan berbagai
persoalan perlindungan hukum, khususnya bagi mereka yang berangkat secara
ilegal (non-prosedural). Skripsi ini menyoroti upaya perlindungan negara,
khususnya terhadap PMI perempuan, baik yang berangkat secara legal (prosedural)
maupun ilegal (non-prosedural). Fokus utama penelitian ini adalah peran Balai
Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Selatan,
yang memiliki wilayah kerja mencakup Provinsi Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Tengah.

Skripsi ini berjenis penelitian campuran antara normatif dan empiris dengan
pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui kombinasi antara studi
terhadap bahan hukum tertulis, khususnya Peraturan Badan (BP2MI) Nomor 6
Tahun 2022, dan melalui kerja lapangan berupa wawancara dan observasi terhadap
pegawai Balai (BP3MI) Kalimantan Selatan dan mantan Pekerja Migran Indonesia.
Pengumpulan data lapangan dilakukan di Banjarbaru, Rantau, dan Banjarmasin
pada April hingga Mei 2025, dengan total enam narasumber. Data yang diperoleh
diolah menjadi narasi deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, Balai (BP3MI)
Kalimantan Selatan memiliki tanggung jawab dalam melindungi PMI asal
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yang mencakup pencegahan
penempatan secara ilegal (non-prosedural), pelatihan pra-penempatan, penanganan
kasus, hingga program reintegrasi. Namun, keterbatasan data mengenai PMlI ilegal
(non-prosedural), rendahnya tingkat pelaporan, serta ketidakpercayaan terhadap
lembaga pemerintah menjadi hambatan signifikan dalam upaya perlindungan.
Kedua, temuan lapangan menunjukkan adanya perbedaan perlindungan antara PMI
legal dan ilegal. PMI yang berangkat secara legal memperoleh perlindungan
memadai, sedangkan PMI ilegal lebih rentan terhadap perlakuan buruk dan
eksploitasi. Peneliti merekomendasikan pelatihan sensitif gender bagi calon PMI
perempuan, dengan narasumber purna PMI yang inspiratif serta ruang aman untuk
diskusi dan pelatihan perlindungan diri sesuai hukum negara tujuan.
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